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BABI1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah
diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan
lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah  adalah
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban
secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang
baik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku unsur pembantu
pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan Kkinerja.
Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran
serta fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai sub
sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya
memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti, capaian tujuan dan sasaran pembangunan
yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi
daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang
ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan
Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan

akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan



tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga
penyelenggaraan  pemerintah dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan
dengan hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti diwajibkan untuk menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
Penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kepulauan Meranti Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai
perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang
dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi
pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target

yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung
jawab sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang
mengutamakan azas desentralisasi dimana sebagian besar
kewenangan dan urusan Pemerintahan berada pada
Pemerintahan Kabupaten/Kota, memberikan kewenangan kepada
Daerah untuk melaksanakan tugas/pekerjaaan yang seluas-

luasnya dan bertanggungjawab, termasuk penataan perangkat



Daerah dan penataan kelembagaan serta dapat menggerakkan
semua organisasi Daerah guna melaksanakan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan dan
pelayanan publik. Pemberian otonomi kepada daerah
memungkinkan Daerah mampu mengatur rumah tangganya
sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam
penyelenggaraan Pemerintahan dan penyelenggaraan
pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten
Pemekaran dari Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2009 dan merupakan salah satu dari 12
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, yang beribukotakan
Selatpanjang.

Pada awalnya Kabupaten Kepulauan Meranti yang
bergabung dengan Kabupaten Bengkalis terdiri dari 5 wilayah
Kecamatan, 5 Kelurahan dan 73 Desa. Selanjutnya, dalam
perkembangannya sampai dengan Tahun 2013 Kabupaten
Kepulauan Meranti memiliki 9 wilayah Kecamatan dengan 5
Kelurahan dan 96 Desa.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan
Meranti sebagai salah satu unsur pelaksanaan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu memfokuskan
kegiatan pembangunan yang lebih terarah, tepat waktu, tepat
mutu dalam rangka mendukung dan mempercepat terwujudnya
Visi Pemerintah  Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu
“Menjadikan kepulauan meranti sebagai kawasan niaga yang
maju dan unggul dalam tatanan masyarakat madani”. Oleh
karena itu, dalam rangka menilai sejauh mana capaian kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti
yang berhasil diperoleh, maka capaian kinerja tersebut
dikomunikasikan kepada user atau stakeholder dalam wujud

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)



sebagai bagian integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP).

1.3 Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan
Meranti yang berkedudukan di Jalan Johari Dagang - Selatpanjang,
adalah perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan
otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok
organisasi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan
Meranti dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti yang terdiri dari : 1 (Satu) Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Kepulauan Meranti, 1
(Satu) Sekretaris Badan, 2 (Dua) Kepala Subbagian, 2 (Dua)
Kepala Bidang, dan 4 (Empat) Kepala Sub Bidang, dapat diuraikan

secara rinci sebagai berikut :

Kepala Badan

(1) Kepala Badan merupakan pejabat eselon II/b, mempunyai tugas
pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina,
mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan wurusan pemerintah
daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Badan menyelerenggarakan fungsi:

a. Perumusan dan menetapkan Rencana Strategis Organisasi
Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah;



b. Perumusan pedoman kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

c. Mendistribusikan tugas kepada Sekretaris, Bidang Kesatuan
Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan, Sub Bagian Program Anggaran dan
Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bidang
Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya, Agama, Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan
Penanganan Konflik, Sub Bidang Politik Dalam Negeri, Sub
Bidang Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Peraturan
Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat
Daerah sebagai pedoman;

(3) Kepala berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(4) Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Sekretaris Badan

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, merupakan pejabat
eselon IlI/a yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Badan.

(2) Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan
program anggaran, pengelolaan administrasi keuangan,
administrasi umum dan kepegawaian.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan Kkeprotokolan di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik;



d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga
dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

e. Pengelolaan urusan aparatur sipil Negara di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

f. Pelaksanaan tugas Kkedinasan lain yang diperintahkan

pimpinan secara tertulis;

Sekretariat terdiri atas:
a. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan

(1) Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian, merupakan pejabat eselon IV/a yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

(2) Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas
penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran,
pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan
evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta pengelolaan keuangan,
penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Program
Anggaran dan Keuangan menyelenggarakan Fungsi:

a. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan,
kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bagian Program
Anggaran dan Keuangan sebagai bahan penyusunan DPA;

b. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan
dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana
Strategis Organisasi Perangkat Daerah;

c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian
Program Anggaran dan Keuangan;

d. Pengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program

Anggaran dan Keuangan berdasarkan rencana dan realisasinya



untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan
permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

pimpinan secara tertulis.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian, merupakan pejabat eselon IV/a yang berkedudukan

dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan

urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan

masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta

pengelolaan kepegawaian.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a.

Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan,
kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bagian Umum sebagai
Penyusunan DPA;

Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan
dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana
Strategis Organisasi Perangkat Daerah;

Penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian;

Pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan
kegiatan pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi
Kepegawaian;

Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk
mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan
yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

pimpinan secara tertulis;



Bidang Kesatuan Bangsa

(1) Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang,
merupakan pejabat eselon I1I/b yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan;

(2) Bidang Kesatuan Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti
di Bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah
kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing
dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan
konflik.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan lembaga
asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di
wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti;

b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta koordinasi
di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah
kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan

umat beragama dan penghayat Kkepercayaan @ serta



kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang
asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten
Kepulauan Meranti;

c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah
kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat Kkepercayaan @ serta
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang
asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Kabupaten
Kepulauan Meranti.

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kesatuan Bangsa terdiri atas:
(1) Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan

(2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.

Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

(1) Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dipimpin oleh Kepala Sub Bidang,
merupakan pejabat eselon 1V/a yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa;

(2) Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama bertugas melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan program Kkerja, perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring,

evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan,



bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka

tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial,

budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah

Kabupaten Kepulauan Meranti;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
Agama menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan dan pelaksanaan rencana kegiatan berdasarkan
tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub
Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;

b. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program
Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;

c. Pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan
kegiatan pemetaan, monitoring di bidang ketahanan ekonomi,
sosial, seni dan budaya, kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan, pelaksanaan koordinasi penanganan
penyakit masyarakat, pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi
sosial kemasyarakatan, pelaksanaan dan evaluasi perubahan
sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam
negeri, fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial,
pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahakan

pimpinan secara tertulis.

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

(1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik dipimpin
oleh Kepala Sub Bidang, merupakan pejabat eselon IV/a yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Kesatuan Bangsa;



(2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik bertugas
melaksanakan penyiapan bahan penyususunan program Kkerja,
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi,
monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan, orang asing, tenaga kerja asing
dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan
konflik;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Kewaspadaan Dini
dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan dan pelaksanaan rencana kegiatan berdasarkan
tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada sub
bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;

b. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program
sub bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;

c. Pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan
kegiatan peningkatan kewaspadaan pelaksanaan deteksi dini
potensi konflik terhadap perkembangan teknologi informasi
strategik dan kebijakan strategik di bidang Ideologi, Politik,
Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan atas
kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi
dan informasi, kondisi perbatasan antar Negara, pelaksanaan
kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam
negeri dan kegiatan intelijen melalui rapat rutin, pembinaan
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, fasilitas pelaksanaan
penanganan konflik sosial dan pencegahan konflik,
penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik di wilayah
Kabupaten Kepulauan Meranti;

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

pimpinan secara tertulis.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan



(1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, merupakan pejabat eselon
[II/b yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan;

(2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti di
bidang pendidikan polititk, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah,
pemantauan situasi  polititk serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Polititk Dalam
Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika

budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi
politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan
ormas asing di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti;

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan ~ umum/pemilihan  umum  kepala  daerah,
pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten
Kepulauan Meranti;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,

perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan



umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan
mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing
di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti;

Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan  umum/pemilihan umum  kepala  daerah,
pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten
Kepulauan Meranti;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan secara

tertulis.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri

atas:

a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri;

b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Sub Bidang Politik Dalam Negerl

(1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bidang, merupakan pejabat eselon IV/a yang berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam

Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;

(2) Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan penyusunan program Kkerja, perumusan

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi

dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,

peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,



perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum

kepala daerah dan pemantauan situasi politik;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokokSub Bidang Politik Dalam Negeri

menyelenggarakan fungsi:

a.

Penyiapan dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan tugas,
permasalahan, kebutuhan dan kebijakan pada Sub Bidang
Politik Dalam Negeri;

Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program
Sub Bidang Politik Dalam Negeri;

Pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan
kegiatan Politik Dalam Negeri yang meliputi pemetaan situasi,
kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam
negeri, peningkatan dan pemahaman tentang demokrasi yang
berdasarkan Pancasila, peningkatan partisipasi masyarakat di
bidang politik, fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di
bidang politik, pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik,
fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya
politik, prosedur penyusunan data dan informasi partai politik,
pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik,
pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra
struktur politik dalam negeri, fasilitasi penanganan masalah
dinamika politik, fasilitasi verifikasi keberadaan partai politik
sebagai badan hukum, pemantauan pelaksanaan pemilihan
umum Kepala Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, DPR dan
DPRD dan pemantauan perkembangan politik lainnya;
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

pimpinan secara tertulis.

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

(1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Sub

Bidang, merupakan pejabat eselon IV/a yang berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam

Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;



(2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan program Kkerja, perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi
dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan
ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas
dan ormas asing;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Organisasi
Masyarakat menjalankan fungsi:

a. Penyiapan dan pelaksanaan rencana kegiatan berdasarkan
tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub
Bidang Organisasi Kemasyarakatan;

b. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program
Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;

c. Pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan
kegiatan pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi
dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas
asing;

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

secara tertulis



Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan
Meranti dapat dilihat dalam Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu

sebagai berikut :

SRTUKTUR ORGANISASI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG KESATUAN BANGSA

SUB BIDANG IDEOLOGI,WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KETAHANAN

SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN
PENANGANAN KONFLIK

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

STAF
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1.4 Isu Strategis

Disamping beberapa kendala dan permasalahan yang ada, maka

terdapat beberapa isu strategis yang menuntut kinerja Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti lebih meningkat. Adapun

isu-isu strategis tersebut diantaranya :

1. Perkembangan kasus penyakit masyarakat makin tumbuh subur dan
terkesan menakutkan didalam lingkungan masyarakat
2. Antisipasi golput dalam pemilu

3. Pemahaman wawasan kebangsaan semakin melemah

1.5 Landasan Hukum

1)

2)

3)

4)

5)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 68 Tahun 2009).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.
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6)

7)

8)

9)

10)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 53 Tahun
2019 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 09 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2020.

1.6 Sistimatika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020

adalah :

BABI  PENDAHULUAN
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang
dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BABII PERENCANAAN KINERJA

BAB I

BAB I

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
I AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian

Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

VvV PENUTUP
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2.1.

BABII
PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan I (satu)
ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana
strategis(Strategic plan) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran
kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis instansi pemerintah merupakan
integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar
mampu memenuhi Kkeinginan stakeholders dan menjawab tuntutan
perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis
tehadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan
langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strenghts),
kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities)) dan tantangan/kendala
(threats) yang ada, sebagai dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi

instansi pemerintah.

Perencanaan Strategis
A. Rencana Strategis
Sesuai tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyusun Rencana Strategis yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu)
tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Rencana StrategisBadan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti memerlukan integrasi
antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu
menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik regional
maupun nasional dan internasional.
Proses penyusunan Rencana StrategisBadan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Kepulauan Meranti diawali dengan penetapan Visi dan
Misi yang tidak terlepas dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Meranti. Dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan
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1.

kedalam tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya dengan memperhatikan
faktor-faktor internal dan external, serta pemahaman terhadap kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan yang diidentifikasikan melalui analisa
SWOT (Strengths, Weaknes, Opportunnities, and Threats). Selain itu juga
diperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan, untuk memastikan bahwa
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat tercapai melalui
pelaksanaan program dan kegiatan yang realistis dengan membangun
prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan atau
kegagalannya.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti telah melibatkan pegawai di Lingkungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti, yang
menempatkan Rencana Strategis (Renstra) sebagai komitmen bersama
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti beserta seluruh perangkat
organisasinya untuk mewujudkan Kkinerja aparatur pemerintah dan
kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang akomodatif
terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah,
transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana StrategisBupati Kabupaten Kepulauan Meranti mencakup Visi,
Misi, Tujuan, Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran, dijabarkan

sebagai berikut :

Visi

Visi Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti ditetapkan sebagai berikut:

“MENJADIKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI SEBAGAI KAWASAN
NIAGA YANG MAJU DAN UNGGUL DALAM TATANAN MASYARAKAT
MADANI”
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3.

Misi
Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan Bupati Kepulauan Meranti

memiliki Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembinaan Mental Spiritual dan Nilai-nilai Luhur
Kebudayaan Melayu dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat
Madani

2. Mewujudkan kawasan niaga

3. Meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat

4. Mewujudkan birokrasi pemerintahan daerah yang bersih, efektif
dan efisien

5. Meningkatkan Kkesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi
pengelolaan sumber daya alam dan potensi daerah

6. Meningkatkan infrastuktur dasar dan optimalisasi penataan
ruang

7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan upaya pencapaian visi dan misi di atas, maka
ditetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan

dalam kesatuan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara

2. Mewujudkan stabilitas berdemokrasi

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan
Strategis organisasi. Penetapan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan dapat memberikan fokus pada
penyusunan kegiatan yang bersifat dapat dicapai. Adapun Sasaran Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti yang akan

dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai pancasila dalam menjaga

kewaspadaan Nasional

25



2. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi

Tabel 1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan
tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menetapkan Indikator
Kinerja Utama untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 09 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Merantin
Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 adalah sebagai
berikut:
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Indikator Satua Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -
No Tujuan Sasaran
Sasaran n 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
&) ) &) €9 (5) (6) (7) (8) ) (10) | (1)
1 Meningkatkan Meningkatnya Persentase
kesadaran masyarakat | pengamalan nilai- penurunan
terhadap nilai-nilai nilai pancasila konflik
persatuan dalam dalam menjaga % 98 100 100 100 100 100
kesatuan didalam kewaspadaan
kehidupan berbangsa Nasional
dan bernegara
Mewujudkan Meningkatnya Persentase
stabilitasber kesadaran Demokrasi
demokrasi masyarakat d.alam % 70 79 74 76 78 80
berdemokrasi
B. Indikator Kinerja Utama




Tabel2
Indikator Kinerja Utama

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Kepulauan Meranti

Tahun 2019
PENJELASAN
INDIKATOR
NO SASARAN STRATEGIS KINERIA SATUAN SUMBER
J ALASAN FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN
DATA
1. | Meningkatnya pengamalan | Persentase % Semakin sedikit konflik terkait politik, | Cara Pengukuran: Badan
nilai-nilai pancasila dalam | penurunan konflik ekonomi, sosial, budaya dan Kesatuan
; ketertiban masyarakat terjadi X1x100%
menjaga kewaspadaan Bt Vi etk Jadi, Y, Bangsa dan
Nasional semakin tinggi tingkat keamanan, X = Konflik yang terjadi Politik
ketentraman, dan ketertiban 1 yang terj
Xz = Konflik yang ditangani
2. | Meningkatnya kesadaran Persentase % Semakin tinggi partipasi masyarakat | Cara Pengukuran: Badan
masyarakat dalam Demokrasi dalam pemilu/pemilukada, semakin V) x 100% Kesatuan
berdemokrasi tinggi tingkat demokrtis (X/Y) ° Bangsa dan
X=Jumlahpemilih yang berpartisipasi (hadir) dalam pesta | Politik

demokrasi tahun berjalan
Y= Jumlah pemilih sesuai DPT
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C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana Kkinerja
tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan
Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan
perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan
kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun
prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan
perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan
mengelola program atau Kkegiatan instansi akan lebih baik, sehingga
diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan
Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan
Meranti Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021,
dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana
Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Tahun 2020. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan
Meranti telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian

sebagai berikut:

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti

Tahun 2020
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. | Meningkatnya pengamalan | Persentase penurunan
nilai-nilai pancasila dalam konflik
menjaga kewaspadaan 100%
Nasional
2. | Meningkatnya kesadaran Persentase Demokrasi
masyarakat dalam 78%
berdemokrasi
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3.1

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan
atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang
berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti selaku pengemban amanah
masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kepulauan Meranti yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/618/2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target
masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen
Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai dengan
ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang
ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/1X/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
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tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama
(IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator Kkinerjanya masing-
masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran
atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran
kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata
atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran
ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase Predikat Kode Warna

<100% Tidak Tercapai

=100% Tercapai/ Sesuai Target

>100% Melebihi Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis
pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan
mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kepulauan Merantidapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian
target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator
kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun
Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran Kkinerja
digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi
dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian

Kinerja SKPD Tahun 2020 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD, telah
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ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja (out comes)
dengan rincian sebagai berikut :
» Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator

> Sasaran 2 terdiridari 1 indikator

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih
meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi
pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama
kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang
menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan
demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi
pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU
digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang
bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Kepulauan Meranti juga melakukan reviu terhadap Indikator
Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja,
permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan
suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020 menunjukan hasil

sebagai berikut
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Tabel 4
Capaian Indikator Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti

Tahun 2020
Sasaran Indikator Target | Realisasi | Capaian
(1) 2) (3) 4 (5)

Meningkatnya Persentase
pengamalan nilai-nilai penurunan konflik

. . 100 % 100 % 100%
pancasila dalam menjaga
kewaspadaan Nasional
Meningkatnya kesadaran | Persentase Demokrasi
masyarakat dalam 78% 70.86% 90.1%
berdemokrasi

3.3

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama
(IKU) adalah Capaian kinerja yang mencapai target 100 % adalah pada
indikator Persentase Penurunan Konflik dengan capaian kinerja 100%.
Sedangkan yang tidak mencapai target 100% ditunjukan pada Persentase

demokrasi yaitu 90.1%.

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kepulauan Meranti telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah
Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi utama Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021 sebanyak
2 (dua) sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari 2 (dua)
sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan, maka
pencapaian Kkinerja sasaran utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Kepulauan Merantiadalah sebagai berikut:
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Tabel 5
Capaian Indikator KinerjaUtama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti

Tahun 2020
Capai
No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target | Realisasi a[:;uan
0
1 | Persentase penurunan konflik % 100 100 00
2 Persentase Demokrasi % 08 70.86 So1

Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data

dan informasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada beberapa tabel

berikut :
Tabel 6
Pencapaian Kinerja Sasaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020
NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN
0,
1 Melebihi/Melampaui Target >100%
2 Sesuai Target =100%
3 <100%

Tidak Mencapai Target

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:
Dari 2 (dua) Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran

terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 7
Pencapaian target Misi
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Tingkat Pencapaian
Melampaui Belum
.. Jumlah Indikator P Sesuai Target Mencapai
No. Misi target
Sasaran (>100%) (100%) Target
s (<100%)
Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah %
1. Menmgkat_k-an Per.nb.lna?arf N/a N/a N/a N/a 1 90.1
Mental Spiritual dan Nilai-nilai 1
Luhur Kebudayaan Melayu
2. | dalam Rangka Mewujudkan 1 N/a N/a 1 100 N/a N/a
Masyarakat Madani
Jumlah 2 N/a N/a 1 100 1 90.1
Dari 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja, pencapaian kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti dengan
rincian sebagai berikut:
Tabel 8
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran
No. Kategori Jumlah Indikator Presentase
A. Misi 1
1 Melebihi/Melampaui Target N/a N/a
2 Sesuai Target N/a N/a
0
3 Tidak Mencapai Target 1 90-1%
B. Misi 1
1 Melebihi/Melampaui Target N/a N/a
0
2 Sesuai Target 1 100%
3 Tidak Mencapai Target N/a N/a

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan

kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan
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dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan

datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-

pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di
bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah
dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada
indikator sasaran dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja dari 1
(satu) Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016-2021, analisis
pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci

dapat dilihat sebagai berikut :

a. Sasaran1: Meningkatnya pengamalan nilai-nilai pancasila dalam
menjaga kewaspadaan Nasional
Tolok ukur capaian Sasaran Strategis 1 terdiri dari 1 (satu) indikator
kinerja yaitu persentasekonflik yang difasilitasi. Untuk mengukur capaian
kinerja pada sasaran strategis yang dimaksud maka dilakukan pengukuran

kinerja sebagai berikut :

Persentase penurunan konflik:

= Konflik yang terjadi x100%
Konflik yang difasilitasi

=1 x100%
1

=0%
Ket: Konflik yang terjadi di tahun 2020 sebanyak 0
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Tabel 9

Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya pengamalan nilai-nilai pancasila dalam menjaga kewaspadaan

Nasional

No

Indikator Kinerja

Realisasi kinerja Th 2019

Uraian Kinerja Th 2020

Target

Realisasi

%
capaian

Target

Realisasi

%
capaian

Realisasi
Kinerja
s.d Th
2020

Target
RPJMD
2021

Target
Nasional

Persentase
konflik

penurunan

100%

100%

100 %

100%

100%

100 %

100%

100%

Untuk capaian kinerja pada Sasaran Srategis 1(satu) pada tahun 2020
mengalami kenaikan dimana tidak terdapat tingginya angka konflik di
kabupaten kepulauan meranti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan
yang mendukung pencapaian sasaran strategis 1(satu) sudah efektif dan
efisien

Capaian kinerjanyata Sasaran Srategis 1(satu) yang berhasil
ditanganiadalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya
adalah 100% atau mencapai target yang diperjanjikan. Capaian tersebut
menunjukan bahwa konflik yang terjadi dikabupaten kepulauan meranti dapat
ditangani dengan baik sehinga terciptanya kondisi masyarakat yang aman
dikabupaten kepulauan meranti.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya peran serta
masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik di sebabkan faktor
pendukung sebagai berikut :

1. Komitmen kepala daerah terhadap penangganan masalah konflik.

2. Komitmen kepala Badan kesatuan bangsa dan politik terhadap
penangganan masalah konflik.

3. Dalam pelaksanaan penanganan konflik yang terjadi di lingkungan
kabupaten kepulauan meranti, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
melibatkan/mengundang instansi vertikal (Kepolisian, TNI, Imigrasi,
Kejaksaan)dan masyarakat (Tokoh Agama, Tokoh masyarakat dan
Ormas).

4. Melakukan deteksi dini terhadap situasi dan kondisi di daerah sehingga

dapat mencegah terjadinya konflik.
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5. Tersedianya Anggaran terhadap penangganan masalah konflik.

Konsumsi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis
1(satu) pada Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan adalah sebesar Rp. 363,035,000,- atau 95% dari total
pagu anggaran Rp. 383,375,000,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar
Rp. 20,340,000,- atau 5% dan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
adalah Rp. 72,100,000,-
86,100,000,- sehingga terdapat efesiensi anggaran sebesar Rp. 14.000.000,-atau

16,26% kegiatan menunjang pencapaian Sasaran Strategis 1(satu) sebagai

berikut:

atau 83,740%

Tabel 10

dari total pagu anggaran Rp.

Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

Program Peningkatan Tugas Tim 239.025.000 | 129,900,000 | Berjalannya fungsi | Menunjang
Pemberdayaan Kewaspadaan dini dan kegiatan Tim

Masyarakat Untuk Pemerintah Daerah Kewaspadaan  dini

Menjaga Ketertiban Pemerintah Daerah

dan Keamanan

Program Penanganan konflik 144.350.000 | 233,135,000 | Berkurangnya Menunjang
Pemberdayaan sosial konflik -  konflik

Masyarakat Untuk dilingkungan

Menjaga Ketertiban masyarakat

dan Keamanan

Program Pemberdayaan 86,100,000 72,100,000 | Meningkatnya peran | Menunjang
Pengembangan Organisasi Ormas terhadap

Wawasan Kemasyarakatan pembangunan

Kebangsaan daerah

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja

sasaran Strategis 1(satu), dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana

tabel berikut :

37




Tabel 11

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya pengamalan nilai-nilai pancasila dalam menjaga kewaspadaan

Meningkatnya
pengamalan nilai-
nilai pancasila
dalam menjaga
kewaspadaan
Nasional

Nasional
O O
11 Persentase . % 100 100 00 Program Pemberdayaan 383,375,000 363,035,000 95
e Lt btk Masyarakat Untuk Menjaga

Ketertiban dan Keamanan
Program Pengembangan 86,100,000 72,100,000 83,74
Wawasan Kebangsaan

RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR 00 TOTAL PER SASARAN 469,475,000 435,135,000 89,37

TINGKAT EFISIENSI 10,63 %

TINGKAT EFEKTIFITAS 89,37%
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b. Sasaran2: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam
berdemokrasi
Tolak ukur capaian Sasaran Strategis 2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja
yaitu Persentase demokrasi. Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran

strategis yang dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Persentase demokrasi:

= Jumlah pemilih yang berpartisipasi (hadir) dalam pesta demokrasi tahun berjalan x 100%

Jumlah pemilih sesuai DPT
=139.234 x100%
98.670

=70.86%

Tabel 12
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi

No Indikator Kinerja Realisasi kinerja TH 2019 Uraian Kinerja Th 2020 Realisasi Target Target
Kinerja RPJMD | Nasional
Target | Realisasi % Target | Realisasi % s.d Th 2021
capaian capaian 2020
1 Persentase demokrasi 76% 74% 97% 78% 70,86% 90.1% 90.1% 80 %

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2019, capaian kinerja pada Sasaran
Srategis 2 pada tahun 2020 mengalami penurunan, yakni sebesar 3,14 % dari
target tahun sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang
mendukung pencapaian sasaran strategis 2(dua) belum efektif dan efisien.

Capaian kinerja nyata Sasaran Srategis 2(dua) yang mencapai target belum
memenuhi capaian kinerja adalah sebesar 70,86% dari target sebesar 78% yang
direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian
kinerjanya adalah 90,1% atau belum mencapai target yang diperjanjikan. Capaian
tersebut menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati lebih rendah partisipasinya dari pada pemilihan presiden dan wakil
presiden tahun sebelumnya.

Kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya partisipasi politik

masyarakat dalam demokrasi disebabkan faktor penghambat sebagai berikut :
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1. Fasilitas di bilik suara juga belum berpihak kepada penyandang disabilitas
2. Pasangan calon yang tidak memenuhi ekspektasi masyarakat
3. Sikap Apatis (masa bodoh) masyarakat sehinga tidak adanya perhatian

seseorang terhadap orang lain, situasi atau gejala-gejala politik

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis 2(dua) Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik menganggarkan untuk kegiatan peliputan, monitoring,
pelaksanaan Pemilu, Pemilukada pada Program Pendidikan Politik Masyarakat
adalah sebesar Rp. 8,350,000,- atau 87.435% dari total pagu anggaran sebesar
Rp. 9,550,000,-. Kegiatan yang menunjang pencapaian Sasaran Strategis 2

sebagai berikut:

Tabel 13
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

1. Program Sosialisasi dan 9,550,000 8,350,000 | Meningkatnya
pendidikan Pendidikan partisipasi
politik Politik bagi masyarakat dalam | Menunjang
Elemen

pemilihan  Kepala
Daerah

masyaarkat
y Masyarakat

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja
sasaran Strategis 2(dua), dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana

tabel berikut:
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Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi

Tabel 14

Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
dalam
berdemokrasi

11 Persentase demokrasi % 78 70,86 90 1 Program pendidikan politik 9,550,000 8,350,000 87.435%
masyarakat
RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR 90 TOTAL PER SASARAN 9,550,000 8,350,000 87.435%

TINGKAT EFISIENSI 12,565%

TINGKAT EFEKTIFITAS 87,435%
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3.4 Akuntabilitas Keuangan

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan
pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15
Pagu dan Realisasi Anggaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2020

1 | Meningkatkan Pembinaan Mental
Spiritual ~dan  Nilai-nilai Luhur | 1,327,559,960.00 | 1,182,583,377.00 89%
Kebudayaan Melayu dalam Rangka
Mewujudkan Masyarakat Madani
Jumlah 1,327,559,960.00 | 1,182,583,377.00 89%

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan
dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah
dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti

pada tahun 2020.

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti dapat disimpulkan bahwa

anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.
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BAB 1V
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja @ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 yang disusun ini merupakan salah satu
bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang
dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti

selama Tahun 2020.

Pada Tahun 2020 dengan sumber dana APBD Kabupaten kepulauan Meranti
merupakan penjabaran dari program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan
meliputi :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terinci dalam 3 (tiga)
kegiatan :
a. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
b. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
c. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terinci dalam 2
(dua) kegiatan :
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparaturyang terinci dalam 1
(satu) kegiatan :
a. Diklat, Bimtek dan Sosialisasi Aparatur

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan yang terinci dalam 1(satu) kegiatan :
a. Penyusunan dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja PD

5) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan terinci dalam 1 (satu)
kegiatan:
a. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
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6) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
yang terinci dalam 2 (dua) kegiatan :
a. Penanganan Konflik Sosial
b. Peningkatan tugas tim kewaspadaan dini Pemerintah Daerah

7) Program pendidikan politik masyarakat yang terinci dalam 1 (satu) kegiatan :

a. Sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi Elemen Masyarakat

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2020 sebanyak 11 (Sebelas)
Kegiatan Utama dengan pencapaian realisasi fisik sebesar 89% dan realisasi

keuangan sebanyak 1,182,583,377.00,-

Memang disadari proses pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah
dilaksanakan belum sepenuhnya optimal, masih terdapat hambatan-hambatan yang

dihadapi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demikian laporan penyelenggaraan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti ini dibuat dalam upaya memenuhi salah satu
kewajiban menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020, semoga Laporan Akuntabilitas

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini bermanfaat bagi kita semua.
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawabh ini :

Nama . TASRIZAL HARAHAP, M.Si
Jabatan . Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . Drs. IRWAN, M.Si
Jabatan :  Bupati Kepulauan Meranti

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpanjang, 03 November 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Bupati Kepulauan Meranti Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
A Kabupaten Kepulauan Meranti
N !. ' %
Drs. H. IRWAN, M.Si TASRIZAL HARAHAP, M.Si

NIP. 19620313 199103 1 005
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. | Meningkatnya pengamalan nilai-nilai pancasila dalam menjaga Persentase penurunan konflik 100 %
kewaspadaan Nasional

2. | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi Persentase Demokrasi 78 %




No Program Program Program Anggaran (Rp) %
1 | Meningkatnya pengamalan nilai- Persentase penurunan | Program pengembangan wawasan 86.100.000,00 95
nilai pancasila dalam menjaga konflik kebangsaan
kewaspadaan Nasional Program pemberdayaan masyarakat 383.375.000,00 | 83.74
untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
2. | Meningkatnya kesadaran Persentase Demokrasi Program pendidikan politik 9.550.000,00 | 87.43

masyarakat dalam berdemokrasi

masyarakat

Pihak Kedua,
Bupati Kepulauan Meranti

Drs. H. IRWAN, M.Si

Selatpanjang, 03 November 2020

Pihak Pertama,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti

=

TASRIZAL HARAHAP, M.Si

NIP. 19620313 199103 1 005
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1. Kegiatan Peliputan, Monitoring, Pelaksanaan Pemilu, Pemilukada
di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020




///////Llllllllllﬂjllﬂ]ﬂ

././

i y!ll\\\\\\\\\\\\\\\\\\w




2. Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Dengan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti
tahun 2020

LIRERBAIKAN
fILIPTETARLORT)
Vg KILBUPAT




3. Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini dalam melakukan pemantauan di pelabuhan
dalam mengantisipasi Penyebaran Covid-19 (tergabung di Satgas Covid-19
Kabupaen)




4. Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Penanganan I.<onﬂik.dalam
melakukan pemantauan Demonstrasi Bantuan Dana Covid-19 di Kantor
DPRD Tahun 2020

" '
5 E

-

1 KPKRI KAMI MINTA SEGERA AUDIT PENGGUNAAN

\ DANA COVID-19 KEPULAUAN MERANTI
| $ARNA DIDUGA KUAT TIDAK TEPAT SASARAN DAN ADANYA
~ NSURMONOPOLIKEBIJAKAN TERHADAP-DINAS TERKAIT
SERTA DIDUGA KUAT BANYAK PEMBOROS )
DEMI KINERJA SEREMONIAL BELAKA!!!
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Kegiatan Pemantauan, Pendataan Ormas/LSMdi Kabupaten Kepulauan
Meranti tahun 2020

TAMAN EﬁGAJAN‘ KE=GURRN
(TPA)
AL HI DAY,

JALAN UTAMA RT 02 AW 02 DUSUN
ML CAMATAN MERBAU KABUPATEN KE

-

AL HIDAYAH

JALAN UTAMA RT 02 RW 02 DUSUN Il DESA BAGAN MELIBUR
KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI




BERITA ACARA DAN LASI HASIL SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DARI SELURUH KECAMATAN < Hn:]“l:?:u’-p-mn-
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA b
T Halaman 11
KABUPATEN / KOTA 9  KEPULAUAN MERANT!
PROVINS! L
Pada harl inl.. . bulan . DESENBER . DUA REU DUA LK KpU Kota CERALAR VERAITTL
R REEROAY R v

Pelaksal

nw\pm‘hlmwn suara Dup-u dnn Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kesa
» untuk hasil suara Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota .

Dalam rapat hasil i suara, dilakuk data-data dan seluruh dalam wilayah /Kota dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan dituangkan dalam
formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK.

13 ..... ;mmmmmwthummmwm/humwm;m

- Y -

' NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON BUPAT! DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

[0X0 % 13) Hery Saputra, SH - Nuhammad Khosin, MA| (3] Mahmusin - Drs N Nuriman, MH

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam Y7

BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DARI SELURUH KECAMATAN MODEL
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Difesll Kahupsian-
TAHUN 2020 o
Halaman 2-1
KADUPATEN / KOTA 9 + KEPULAUAN MERANT!
PROVING! L
A_REKAITULASI TINGKAT KECAMATAN
URAIAN RINCIAN
\TA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILI [3 KEC KEC KEC KEC KEC KEC KiC KEC
MERBAU  [PUL TASIK PUTRI [TEBING TINGGI JUMLAH
BARAT PESISIR PUYU BARAT TIMUR
2 [ [0} (5 (6) [0} ) 0] (0] [1H] 12) 03
TA PEMILIH
i P — LK 5610] 5.0 7.7 7.224] 678 6331 6610 .82, 71011)
PR 5.160| 5.40: 6.8 6.790) 6.274) 5,808 6114 [XT 67.329)
(Model A.3-KWK)
ML 10.770) 11.4: 14.208] 14.014) 13,061 12.226] 12.724 9.26)] 139.234
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih L3 15 12 L 5 s 263
PR il 3 W 9 2 179
(DPPh)
ML 2 ] 7] [X 7 3
3, Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang LK o 7 1 B 8
lmenggunakan hak pilih dengan KTP clektronik atau | PR 1 Cl 1 1 1 4 541
[Surat Keterangan (DPTb) ML T Y T X
[+ Jumlah Pemilin/ 1 +2 + 3] K 5.634) 5.99: 641 694 6,67
LPR 5182 5511] 6.291 5.914) 6]
ML) 10816 11,503 13.101] 12.26) 42,584 12813
[MENGOUNA HAK PILIH
K 3.604) 3.857] 193] 3.850] 13,668 4604 3.217]
1. Pengguna huk pilih dalam DPT PR 3.899) 4.026| "ﬂf 3 9_:_5 14.63) 4.979] 3.394] 49.974|
ML 7.703] 7,880] 8.669] 7.78¢ 28299} 9.0% 6,611 97.149)
2. Jumiah Pemilih yung Pindah Memilih (DPPH) yang o L 2 - El 13 3 L M . 2
aangginakan hak pilays PR 1] 9 i 1 4 o] 85| 25| 17,
ML 2 29) 3l 1 18] 7] 169) 6)) 7 a3
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang | LK 7 1 15] 1 8| 460] 8 8| 54
hak pilih dengan KTP atau PR 2\ 1] 9 1 13] 1 443] 18] 4 541
[urat Keterangan DPTY) oML 2 24) 9] 903 2 13 1.08:
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih( 1 +2 +.3) | LK | ¥ 3,861 4217 X 3.270) 47.98:
| PR | 5.383] R E X 3.429| 50.
6.699) 98,671

CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA:

mn ﬁ (2) Hery Saputra, SH - Muhammad Khozin, MA' {3) Mahmuzin - Drs H. Nuriman, MH




MODEL
KABUPATEN / KOTA ) * KEPULAUAN MERANT! D Hasil Kabupaten-
— e KWK
Wabaman 31
A KEKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN
KEC KEC KEC KEC XEC [
MERBAU  |PUL TINGGH] JUMLAH
BARAT BARAT TIMUR
(0 Q) [} @) 5 6 [} [TH0) [IE]) [TE)
Jumiah selurub Pemilih disabilitas 3 4| 12 3 3| & 3| C 142
1 [ 11 16| I i a9 3 E 137|
[IML| 27 5| ! 4 -
Jumlah weluruh Pemilih disabilitas yang [ LK ] 16 ;}ﬁ [ [l 3| E E
3 'mngitiete: hak pi PR Ol 1 13 0} a0 [ E 110}
frmi] 4] 2 2| 1 ol 74 4 7] 209
11 [DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA d
umiah sural suara yang diterima, termasuk sural suarn 11.064) i 14,500 14.389) [EXI0 12.564) 2517 13.058] 5508 192
1. [cadangan (sama dengan hasil penjumiahan 111 2, 111 3,
n 111.4)
2, Pumiah wurat wars dikembaiikan oleh pemilih karena 1 ¥ 7 3| 1 3 B 1 9 34
[rusak dan/atau keliru coblos
Pumiah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa 3314 3841 o +163] nTj a 13,139 338 nq el
[surat suara cadangan
4 Pumiah surat suara yang digunakan 29.971] D w00 —9a.670|
MODEL
KABUPATEN / KOTA 9 KKFULAUAN MEXANTI D.Hasil Kabupaten-
PROVINS! + AU KWK
MHalaman 41
A KEKAPITULASI TINOKAT KECAMATAX
URAIAN RINCIAN
UNCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC KEC
[DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA | MERBAU  [PUL TASIK PUTRI | TEBING TINGGI | TEBING TINGGH JUMLAH
BARAT PESISIR PUYU BARAT TIMUR
(1), @ 3) ] (L] (6) 4] 8) o (10) i (12)
A. [DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
1 H Adil, SH - Asmar 3.229) Ju;l 4.789] 3,467 3,035} 3119 9965 4.327] 245 37.11
2 Hery Saputra, SH - Khozin, MA 1.397) 1,181 1953 ”‘; 1919 1.602) 5.392] 1.432) 1.344] 18,905}
3 Mahmuzin - Dra H. Nuriman, MK 1.734) 2272 1.210) 2.2 1.659) L71] 7.161 2411 1601 22.008}
4 Baid Hasyim - Abdul Rauf 1,239 1.614) 2.383] 1.56) 1.899] 1.180) 6.35° 1,350) 1.187] 18.769)
B, SUARA SAH 7.699] 7.784) 10.330) 9.997] .496) 7.603] 28,875 9.529) 6.587] 96.798)
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH ) 137 148] 224) 213 219 96| 173) 106 1.87)
D. SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B4IV.S 7! 7.925) 10.478] 10.221] 8.709] 7.82] 29371 9.702] 6699 98.670
Bulan:  Tahun :
UMUM PEMILU KAB
o
DAN TANDA TANGAN SAKS! CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
(1) H M (2) Hery Saputra, SH - Khosin, MA (3) Mahmuzin - Drs H. Nuriman, MH
.




DATA EVIDEN CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN SATUAN FORMULASI/RUMUS TARGET REALIS CAPAI
PERHITUNGAN ASI AN %
&) ) 3 ) &) (6) (7) (8 (9)
1 | Meningkatnya pengamalan Persentase penurunan | Program Pemberdayaan % Cara Pengukuran: 100% 100% 100%
nilai-nilai pancasila dalam konflik masyarakat untuk

menjaga kewaspadaan Nasional

menjaga ketertiban dan
keamanan

Kegiatan: Pembinaan
Pengukuhan Forum
Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)

Kegiatan : Penanganan
konflik sosial

Kegiatan : Pembentukan
Tim Terpadu Pencegahan,
Pemberantasan
penyalahgunaan dan
peredaran gelap
narkotika

=(X1/X2) x 100%
X1 = konflik yang
terjadi

X, = konflik yang
difasilitasi
=(1/1)*100%=100%

terjadi konflik antara
nelayan menkikip
dengan nelayan
belitung mengenai
jaring batu, namun
hal tersebut dapat
difasilitasi sehinga
terjadi perdamaian.




Kegiatan: Peningkatan
penyelenggaraan urusan
pemerintah umum di
daerah (FORKOMPIMDA)

Kegiatan: Peningkatan
Tugas Tim Kewaspadaan
Dini Pemerintah Daerah

Program: Pengembangan
Wawasan Kebangsaan

Kegiatan: Pengembangan
Forum-Forum wawasan
kebangsaan

Kegiatan: Pemberdayaan
Organisasi
Kemasyarakatan
Kegiatan: Gerakan
Nasional Revolusi Mental

Meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam
berdemokrasi

Persentase Demokrasi

Program : Pendidikan
politik masyarakat

Kegiatan : Sosialisasi dan
Pendidikan Politik bagi
Eleman Masyarakat

%

=(X/Y) x 100%

X= jumlah pemilih
yang berpartisipasi
(hadir) dalam pesta
demokrasi tahun
berjalan
Y= jumlah pemilih
sesuai DPT
=139.234 x100%
=70.86%

98.670

78%

70.86%

90.1%




Selatpanjang, 30 Desember

2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

KABUPATEN KEPULAUAN

MERANTI

)

TASRIZAL HARAHAP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19620313 199103 1 005




